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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan 

adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat 

juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat 

sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 

2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk 

melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan 

pelayanan publik akan diukur berdasarkan 11 (sebelas) unsur yang berkaitan 

dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungunsebagai salah satu penyedia layanan publik 

di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat 

tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. 

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka 

telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat 

merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan 

elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
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Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan 

bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan 

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya 

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka 

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, 

terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang telah 

diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
publik yang diberikan.
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Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut 

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
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BAB II
PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

2.1 Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan membentuk Tim 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang ditentukan melalui Keputusan 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 

400.12.1/288/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada 

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur 

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang 

ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat.
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5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah 

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 

lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. Transparansi Pelayanan : Kecukupan informasi, mengenai standar pelayanan 

yang diterima pengguna layanan, meliputi persyaratan, prosedur, biaya, waktu, 

produk layanan dan sarana pengaduan atas keluhan pelayanan.

11. Integritas Petugas Pelayanan : Keteguhan sikap petugas layanan untuk tidak 

melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan, seperti penundaan 

berlarut, ketidakjelasan prosedur, pungutan liar, pelayanan yang diskriminatif 

serta menerima suap/gratifikasi.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada 

waktu jam pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh 

responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah 

disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas 

himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
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2.4 Waktu Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) 3 (tiga) bulan, 

dengan rincian sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah 
Hari Kerja

1. Perencanaan / Persiapan 2 s.d. 3 Januari 2025 2

2. Pengumpulan Data 6 Januari 2025 s.d.

31 Maret 2025

50

3. Pengolahan Data dan Analisis

Hasil

8 s.d. 11 April 2025 4

4. Analisis Data 14 s.d. 28 April 2025 10

5. Penyusunan Laporan 29 April s.d. 2 Mei 2025 4

6. Publikasi secara online dan

offline

5 s.d. 7 Mei 2025 3

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi 

penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan periode 

survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Januari - 

Maret 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan adalah 

sebanyak 630 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis 

pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and 

Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden 

yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 242 orang.
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Tabei I.Penentuan Sample Menurut Krejcie and Morgan

Populasi(N) Sampel(n) Populasi(N) Sampel(n) Populasi(N) Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
3S 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327

60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335

70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341

80 66 420 201 3500 346

85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354

95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361

110 86 550 226 7000 364

120 92 600 234 8000 367

130 97 650 242 9000 368
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BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

3.1 Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan 

yang diperoleh yaitu 242 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Responden Penerima Layanan

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE

JENIS KELAMIN LAKI 101 42%
1 PEREMPUAN 141 58%

JUMLAH 242
SD 0 0%

SLTP 7 3%

PENDIDIKAN
SLTA 146 60%

2 Dill 39 16%
SI 49 20%
S2 1 0%

JUMLAH 242
PNS 32 13%

TNI/POLRI 15 6%
PETANI 88 36%

3 PEKERJAAN PELAJAR/
MAHASISWA 56

WIRASWASTA 25 10%

LAINNYA 26 11%
JUMLAH 242

JENIS LAYANAN
LAYANAN A 84 35%

4 LAYANAN B 97 40%
LAYANAN C 50 21%
LAYANAN D 11 5%

JUMLAH 242

Keterangan 
Layanan A 
Layanan B 
Layanan C 
Layanan D

KTP el 
Non KTP el 
Akta Kematian 
Akta Perkawinan
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Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin 

terdapat 101 orang Responden laki-laki dan 141 orang responden perempuan. Jika 

ditinjau berdasarkan jenis Pendidikan, penerima layanan yang datang ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mayoritas berpendidikan 

SLTA, dan jika ditinjau berdasarkan pekerjaan mayoritas petani. Jenis layanan yang 

lebih banyak diajukan adalah layanan Non KTP el seperti Kartu Keluarga, Akta 

Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Surat Pindah.

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan 

diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Detail Nilai SKM Triwulan I Tahun 2025 Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 US U9 U10 U11

KM Per Unsur 3,63 3,61 3,67 4,00 3,77 3,70 3,69 3,71 3,79 3,99 3,80

Kategori A A A A A A A A A A A

KM Unit Layanan 93,05 (A atau Sangat Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 11 unsur pelayanan yang dinilai 

semua bernilai sangat baik sehingga nilai SKM Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,05 

(A atau sangat baik).
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Gambar 1. Grafik Nilai SKM Triwulan I Tahun 2025 Per Unsur

IKM per Unsur pada Disdukcapil Kabupaten Simalungun 
Triwulan I Tahun 2025

4,00 3,99

Gambar diatas merepresentasikan 11 unsur pelayanan SKM Triwulan I Tahun 

2025 yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya, Produk Layanan, 

Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Prasarana, Penanganan 

Pengaduan, Transparansi Layanan dan Integritas Petugas.
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BAB IV
ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan UnsurLayanan

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 11 unsur pelayanan yang 

dinilai terdapat 3 unsur tertinggi dan 3 unsur terendah, sebagai berikut:

1. Unsur pelayanan tertinggi

a. Biaya mendapatkan nilai 4,00 ;

Seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun sudah memiliki komitmen bersama untuk 

melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan tidak 

melakukan pungutan biaya/gratis.

b. Transparansi Layanan mendapatkan nilai 3,99 ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun 

sudah memiliki komitmen bersama untuk menerapkan keterbukaan 

informasi mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan 

kepada Masyarakat.

c. Integritas Petugas mendapatkan nilai 3,80.

Seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun sudah memilki Integritas.

2. Unsur pelayanan terendah

a. Prosedur mendapatkan nilai 3,61;

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk menambah 

pemahaman Masyarakat tentang standar pelayanan publik atau 

melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan Masyarakat dan 

Pemangku Kepentingan untuk mengambil langkah perbaikan tentang 

Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun demi tujuan pelayanan publik yang 

membahagiakan Masyarakat.
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b. Persyaratan mendapatkan nilai 3,63;

Perlu dilakukan publikasi secara online maupun offline tentang 

persyaratan pengurusan dokumen kependudukan.

c. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai 3,67.

Waktu pelayanan dirasakan kurang optimal dikarenakan banyaknya 

antrian warga yang datang langsung ke Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Layanan Administrasi 

Kependudukan melalui online sudah dilakukan namun belum banyak 

masyarakat yang melakukan permohonan secara online.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik 

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil 

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut 

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Internal 

Tim Penyusunan SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simalungun sesuai Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun Nomor : 400.12.1/288/2025 tentang Pembentukan Tim 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Penentuan perbaikan 

direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 

bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka 

panjang (lebih dari 24 bulan).
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Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM Triwulan I Tahun 2025

No Prioritas
Unsur

Program / Kegiatan Wa ktu (Tahun 2 025) Penanggung
JawabTW

I
TW

II
TW
III

TW
IV

1. Prosedur • Sosialisasi kepada 
Masyarakat tentang 
standar pelayanan 
publik;

• Forum Konsultasi 
Publik dengan 
Masyarakat dan 
Pemangku 
Kepentingan untuk 
mengambil langkah 
perbaikan tentang 
Standar Pelayanan 
Publik Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten 
Simalungun.

V V

V

V Bidang PIAK

Bidang PDIP

2. Persyaratan • Publikasi secara 
online maupun 
offline tentang 
persyaratan 
pengurusan 
dokumen 
kependudukan

V V V Bidang PDIP

3. Waktu
Pelayanan

Penambahan petugas 
di meja pelayanan

V V V Sekretariat,
Bidang 
Pendaftaran 
Penduduk, 
Pencatatan Sipil, 
PIAK dan PDIP

Dari tabel di atas dapat dilihat komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat dengan membuat rencana tindak lanjut perbaikan 

yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.
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4.3 Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau 

melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik 

diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei 

dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan 

yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta 

melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara 

kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat 

kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simalungun dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 2. Tren Nilai SKM Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama triwulan 

I Tahun 2025 mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang 

Sangat Baik dengan nilai SKM 93,05. Meskipun demikian, nilai SKM 

Disdukcapil Kabupaten Simalungun menunjukkan konsistensi peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025.

• Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas 

perbaikan yaitu Prosedur, Persyaratan dan Waktu Pelayanan.

• Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya, Transparansi 

Layanan dan Integritas Petugas.

Pamatang Raya, 2 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

paga, S.Kom, M.Si 
’k: I, IV/b
127 200502 2005
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LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUBSIONER SURVEI KEPUASAN MASVARAKAT (3KM| PADA 
DINAS KEPEKDUDUKAN DAN PEWCATATAN StPIL 

KABUPATEN SIMAUJNOUR

.rttMiKill Sump. -Jam Sujves
Jnw.JU-iw.iP Li D P

•vjuj.ti.iaai Qs1-! .Jsvp Qsma Of!.-.. QSJ1J1M Qtart?
OfNSCJtW CjPOLRi CJSWAS-S f ]*IRASWA*TA

O A
tons Uyxiw

;Misal KK, KTI* «i A KUA'IIRAN, AKTA KEHAtlAN. AKTA PERKAWtltAN. am

PEKDAPAT RESPONDER TTMTAKO PELAYAXAN

1 |
.. . f -

f *; 4, S*«#m nwns^sjrt

1

te;;;;: 4 T^»k iauk&a*. •

a skmg*t #m&h.
,........, . ................. ,..... . . ........ . ................- -______________.—

%. 1W*fc«***

Caku*
U * . S

*

■ : C. ' St&M, . .
•—

A r>4«Jt
6 *»:«•* H.S-W.M1. 
t K«wi#|*?$es*
4 Stnfat

4 Tid** S,vpati d»r> Km* 
fr ionwte 8*jm* *•» lUruh
< iMp*^ c'an t*rn»h
d Eofafcrt l»p lUflMh

m]iiiiw.w( *" ""**”*"

fe, Cute*?
c a**
£ Sea$fti SSs&

%. M« Tct** Twj*
«. Ku»*n$ Mftxtfaurf
* 0*C3*uj :>ap» flwk



2. Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat

624 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

626 4 3 4 4 4 3 3 3 •* 4 4
626 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4
627 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
62S 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
629 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4

630 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
631 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4
632 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3
633 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
634 4 4 4 4 3 ** 4 4 4 4 4

635 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
636 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3
637 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
63S 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4

639 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4

640 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4

ONilai 2321 2306 2343 2560 2410 2362 2362 2372 2426 2560 2438

3,721

,/Unsur
NRR / 3,627 3,603 3,661 4,000 3,766 3,691 3,691 3,706 3,791 4,000 3,809
Unsur
NRR

0,326 0,324 0,329 0,360 0,339 0.332 0,332 0,334 0,341 0,360 0,343tertbg/
unsur

SKM Unit pelayanan 33.023

No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
U1 Fersyaratan 3,627
112 Prosedur 3,603
U3 Wafctu pelayanan 3,661
U4 Biaya/tarif 4,000
US Produklayaran 3,766
U6 Kompetersi pelaksana 3.691
U7 Ferilaku pelaksana 3,691
US Sarana Prasarana 3,706
U9 PenangananPengaduan 3,791

U10 Transparansi Layanar 4.O0C
U11 Integntas Petugas 3,809

Keterangan
-U1 s.d U14 = Unsur-Unsur pelayanan
-NRR » Nilairata-rata
-SKM = Survei Kepuasan Masyarakat
-•) * Jumlah NRR IKM tertimbang

s Jumlah NRRTertimbarg*2S

SKM UNIT PELAYANAN 93,02
A. iSangat Baiki : 88,31 - 100.00
B. (Balk} 76.61 - 88.30
C. (KurangBaik) . 66.00 - 76,60
D. ITidak Baik) .26,00-64,99

JENIS KELAM1N
IK 317 0R6
PR : 323 ORG

PENDIOIKAN
SO 2 ORG
SMP 74 ORG
SMA 308 ORG
D-m 87 ORG
5-1 169 ORG
S-2 - ORG
JUMLAH : 640 ORG

n



3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto*Foto Pelaksanaan SKM)

in
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4. Dokumentasi Terkait Rapat Tim Penyusunan SKM Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

v



5. SK Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL
Kompleks Perkantoran Jl Tuan Rondahaim, Pamatang Raya 21162 

Email :dukcapil@simalungunkab.go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 400.12.1/2SS/2025 

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SIMALUNGUN

Merumbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik 

wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 

secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu 

tahun yang dilaksanakan oleh Tim: 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tentang 

Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan 

Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 

2025:
Mengingat ...

Women n aemacangarn secara tieiemi menj^Mkjn zertfijt eWetn* 
yang axtitx&in olrh Btla B*z*r BeKrcnA :BSr£ S»jn S&troar Sand Uagara
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Mengingat 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No 1029):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Peru bah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor S2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494);

6. Undang-Undang...

DoJanvft in teiah dtanaatargani ekisrsnk meoggtrtakan seftfkat «Msranft
yang gtat&an deb Batai Bess’ SerJkad Seteenfc {Bacsi S&eroan SarxS Negara
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5357);

9. Peraturan ...

Dokumen in t&iah oiantSatangani z&cara etetanri; rnenygmakan z&tfka* ei&srsnik 
yang c&tti&an cBalai $*sar SarJkasi Bek&cnk iS$r£% Badan Siber dan Sand Ueg&a
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9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1S4);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masvarakat Unit 
Penyelenggara Pelavanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 70S);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 877);

12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan 

terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 

Nomor 4 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah 

Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 

2023 Nomor 1|;

14. Peraturan ...

trv teleh ci&sntteiangeni s*cara eteisr&tk meng^^eken s&i&et el&irytk 
y*r>g E*zer S&tCkBSi G&Sronk Batten S£#r (ten Sena Meyere
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 16 Tahun 

2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun 

(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 

2023 Nomor |.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI 

KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025.

Membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan 
Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebagaimana 

terse but dalam Lampiran Keputusan ini;

Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Simalungun Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai 

berikut:
1. Mensosialisasikan dan melaksanakan Survei 

Kepuasan Masyarakat;

2. Melakukan pengolahan data Survei Kepuasan 
Masyarakat;

3. Melakukan analisis hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat dan menetapkan Rencana Tindak 
Lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Melakukan ...

Doiamen iri ieiah deandaiMgani seeara eteistnfc mtnggunakan s&tSkas deiirorJi 
yang Ba>ai Besar Senfkasi B&rcnk \B$rE)t Badan Siter dan SanS flegara
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4. Melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan 

Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan 

Tindak Lanjut Rekomendasi; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat secara berjenjang ke Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Simalungun Tahun 2025.

KETIGA : Segala biava yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (AP3D) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 

Anggaran 2025.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun ini mulai 
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 12 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SIMALUNGUN.

TIARLI E SINAGA. S.Kom, M.Si
PEMBINA TK. I, IV/b
NIP. 19791127 200502 2 005

Doktman eri Utah CiaeKSatangan sacaea eWKri: meoggwkan seetfka! ttetsvvk. 
yang&»rtx*an cJeti Bs'at Basse Sarjfkasi BeMran* >BSr£! Balan Siberian SaixS Hegara
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Lampiran.
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun
Nomor : 400.12.1/28S/2025
Tanggal : 12 Maret 2025
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Tim Penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2025

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO JABATAN 
DALAM TIM

JABATAN 
DALAM DINAS

NAMA / NIP / NIPPPK PANGKAT/
GOL.

RUANG
1. Pen&r.ggur.g

J&wab
Kepala Dinas Tiarli E Smaga. S.Kom. M Si

19791127 200502 2 005
Fembina Tk.I.
IV/b

Keiua Kepala Bidang
Pemanfaaatan
Data dan Inovas: 
Peiayanan

Fandersius Malau. S Pd
19811204 200804 l 003

Penata Tk. I,
m/d

Kepala Bidang
Fengelolaan
Inform asi
Admimstrasi
Kependudukan

Rahmat Hucein Harahap. SH 
I9S10721 201505 1 002

Penata. IH/c

3. Walol Ketua Kepala Bidang
Pelayanan 
Pencatatan Sipil

Fiker Silalahi. SAP
19S00430 200003 1 004

Pembina.
IV/*

Kepala Bidang
Pelayanan 
Pendaitaran 
Penduduk

Pitnatrati Girsang. S.Psi
19711025 200003 2 002

Penata Tk !,
m/d

4. Sekretaric Sekretaris Gokmana Sihombmg. S Korn
19S0CS07 200902 2 003

Penata Tk. I, 
m/d

S. Koordinator K&subb&g Tata
Us aha dan Umuzn

Marry Deska V. Sihaloho. SE 
19S01209 201101 2 007

Penata. III/c

Kasubbag 
Ferer.canaan dan 
Keuangan

Thomas Frankv Pangaribuan, S T 
19S10126 201012 1 002

Penata Tk. I,
m/d

Penata
Kependudukan 
dan Keluarga
Berencana

Foma Ulina Saragi, S.Ak
19690S20 199402 2 001

Penata Tk I.
m/d

Dokunen <rv t&lah aeanoatangan zacara efei&or& nv-ngpunakan saft&kat eiei&onk 
yang ortertx&an Baiat Bazas Senfkaz- S&.zront B$f€ Bacan Siber oan Sand f+egara
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NO JABATAN
DALAM TIM

JABATAN
DALAM DINAS

NAMA/NIP/ NIPPPK PANGKAT/
GOL.

RUANG
6. Anggota Bendahaura

Pengeluaran
Denni Irawati Mamk. SH
19791104 200901 2 001

Penata Muda
Tk I. ra/b

Pengelola Data Sahrul Gunawan Smaga, S Pd 
19941014 201903 1 003

Pengatux Tk
I, n/d

Operator Epnjal Syahputra
19920420 202421 1 024

DC

Operator Eva Teresia Purba
Operator Frendy Sisko Simbolon

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SIMALUNGUN.

TIARLI E SINAGA, S.Kom, M.Si
PEMBINA Tk. I. IV/b
NIP 19791127 200502 2005

Dohmrt n teiah ataraxangan secxa ete*yocb manggvnakan serifikx He*Irznk 
yang aieh BXa> Bazar SartfXasj SHoren*. fBSrB} Baoac S&er oar Sana Hagera
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